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PUTUSAN
Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.BL
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan
secara elektronik dalam perkara CelgisStig

yang telah

XXXXXXXXXXX, umur

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa

bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024
yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor
2352/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah dinikahi oleh Tergugat dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah (P2N) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Kepanjenkidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 Mei 2022,
sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah nomor XXxxXxxxxx

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat kumpul sebagai

hingga sekarang;

5. Bahwa selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, keadaan rumah
tangganya tidak juga semakin membaik, karena Tergugat sama sekali tidak
ada usaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Penggugat, bahkan
Tergugat dan keluarga besar Tergugat telah memasrahkan Penggugat
kepada orang tua Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga
kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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7. Bahwa dengan keadaan keluarga yang demikian, Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dimana
antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 10 (sepuluh)
bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan suami isteri
sebagaimana layaknya dalam rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk membina rumah
tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, sudah tidak dapat
diharapkan lagi dan Penggugat berkehendak untuk mengakhirinya dengan

jalan perceraian secara baik:k

Atau dalam perg
seadil-adil nya mé&

tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai
sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh
suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara
dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat, berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx atas nama Penggugat
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
tanggal 03 Februari 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
(P.2);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxx atas nama Penggugat

dan Tergugat yang dikeluas
Kepanjenkidul Kota Blitg# )

orang saksi yang

1. XXXXXXXX

anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah tidak harmonis, karena
sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sebagai suami telah
lalai terhadap kewajiban nafkah, Tergugat tidak pernah mau bekerja dan
Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain (WIL);
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- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat

tinggal selama kurang lebih 10 bulan, selama itu pula Tergugat tidak
pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai bibi telah berusaha untuk memberikan nasihat
kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan
Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, bertempat ting x Kota Blitar;

S r

&l ""A."Q'Q:.".

Di bawah sumpah sg D yang pada pokoknya

sebagai berikut:

-Bahwa s4 a;ﬂi;a; dengan hidup rukun

: WL Penggugat d

fruniai 1 orang
anak;

g @tergugat telah pisah tempat

Tergugat diduga me N WA
- Bahwa saksi tahu an
tinggal selama kurang lebih 10 bulan, selama itu pula Tergugat tidak
pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai adik sepupu telah berusaha untuk memberikan
nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dengan Tergugat;
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Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi
mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara tertulis yang
pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

juan gugatan Penggugat pada

undang Nomor
dengan Undang
Undang-undang §#

berwenang memét

kewenangan relatif Pengadilan Aa ,

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49
Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat secara maksimal
agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil,
karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 1

sita Pengganti
patut melalui

t tercatat nj AN e bifobla, «
surat tercata i .‘ RO ‘ - a, karenanya
Tergugat harus @i i fra go-gtigatan PerjgQUgafdapat diputus

dengan verstek; §

AT an Y

ASa (o oSla M pea (e s JB b g adle dl s il ) Cpuan)

A sa Y Al geh iy o el
Artinya: Dari Al Hasan, sesW bersabda: “barangsiapa
yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan,
sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang

yang dhalim dan gugurlah haknya”;
Menimbang, bahwa dalil-dalil dugatan Penggugat merupakan rangkaian
dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar

disebabkan:

a. Tergugat sebagai suami telah lalai terhadap kewajiban nafkabh;
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b. Tergugat tidak pernah mau bekerja;
c. Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain (WIL), dan puncaknya
Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang + 10
bulan lamanya, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak
satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang
setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat
alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan

dibenarkan oleh Tergugat;

surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta
otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak
dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan
mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang

saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan
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keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang
sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi
berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok
perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena
itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenubhi
syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170,
171, 172 HIR jo. Pasal 76
tentang Peradilan Agama ygifie

Penggugat, maké

istri sah;
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan
dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 23 Mei 2022 dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai suami
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telah lalai terhadap kewajiban nafkah, Tergugat tidak pernah mau bekerja

dan Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain (WIL);

3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat

terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan

selama = 10 bulan;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik

sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik

dalam Al Qur’an surat Al RumW
R A R e A - B < BT A I A
=il Jams ) 1550 Bl il o S Gle O Zazdls (23

ﬁc{/o// ’/4,4
w_,é..}).n

menciptakan
untukm enderung dan

u rasa kasih

tangga yang tentra ]
sayang (mawaddah,

selama kurang lebih 10 bulan tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan
lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak
dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah
tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para
saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga
perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua

belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;
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Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah
tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik

menegaskan:
Ale Al 35 35 e g dll 8 guin pin gyl guia gy ¥

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang
memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja
yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolajessiemimsaadits tersebut dan dihubungkan

8 pluadl plgd dxe C‘h“““" bY Lc.: La.a C_g_).]i)_,‘,ai 4}_9_}.!1 Casal 13
ddll oo\dl lgdllay Jidu=9 Gl (o2B)) e lal Ol ety gy
4L

pai karena suagainya 4,, aglgrotkan terhadap

ha an

dibolehkan erai kepada hakim
dan bila mac gkan perdamaianpun
tidak tercapai, mé lak satu ba’in

Menimbang, bahwa berdas R ngan-pertimbangan tersebut di
atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah
terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu

bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,

berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka beaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

Majelis yang
£hi, bertepatan
Asmu'i, S.H.,

Nasing “selidpap HakiaT Ang Putusan tersebut

Fr" untuk umum dadgdisgyaikan kepada para

dibantu oleh Suyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis
Ttd.
Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.

Hakim Anggota
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd. Ttd.
Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H. Drs. H. Abu Syakur, M.H.
Panitera Pengganti
Ttd.

Suyono, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran ....... . 086700 .

2. Biaya Proses........ A0 000 A G D U?};::agrﬁg Biitar

3. PNBP Pendaftaran 4Rp" 1000,00== : Pagltera
Surat Kuasa...... Ly : : foT: {uda Gugatan,
Panggilan ...... 2D} # 40.000,00
PNBP Panggild@hy/..=Rgf 20.00 0%
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